






BABIII... /Hal.5.

(1) Mahasiswa semester 9 (sembilan) Program SaIjana (SI) dan mahasiswa
semester 7 (tujuh) ProgramDiplomaTiga (03) mengambil mata kuliah kurang
dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), tugas
akhir /ekripsi, mahasiswa tersebut membayar 50 % (lima puluh persen) dari
besaran UKTyang bersangku tan setelah melakukan pengajuan penyesuaian
UKTmelalui aplikasi SiUKT.

(2) Oalam hal mahasiswa semester 11 (sebelas) dan semester 13 (tiga belas)
Program SaIjana (SI) serta mahasiswa semester 9 (sembilan) Program
Diploma Tiga (03) masih ada mata kuliah, maka mahasiswa tersebut
membayar UKT sesuai dengan besaran UKT yang bersangkutan pada
semester sebelumnya.

(3) Pedoman atau tata cara pengajuan penyesuaian UKTmelalui aplikasi SiUKT
sebagaimana dimaksud pada Pasa13 ayat (1)tercantum dalam Laropiranyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasall0

(1) Penyesuaian UKT berupa penundaan pembayaran UKT sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 huruf c diberikan kepada mahasiswa yang pada saat
jadwal registrasi belum dapat memenuhi kewajibannya melakukan
pembayaran UKTsecara penuh.

(2) Masa penundaan pembayaran UKTdiberikan kelonggaran tambahan waktu
paling lama 4 (empat) bulan.

(3) Oalam keadaan mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (2) dapat
diberikan waktu tambahan lagi paling lama sebelum Ujian Akhir Semester
(UAS)tahun akademik berjalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan penundaan pembayaran UKT
diatur oleh Keputusan Rektor.

Pasal9

(1) Penyesuaian UKTberupa Pembayaran UKTdengan mengangsur sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 huruf b diberikan dalam jangka waktu tertentu pada
semester berjalan.

(2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4
(empat) kali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pengangsuran pembayaran UKT
diatur oleh Keputusan Rektor.

Pasal8

(3) Keringanan UKTberupa penurunan diberikan kepada mahasiswa yang orang
tua atau wali:
a. Meninggal dunia karena bencana alam dari/atau non alam pandemi

COVID-19,dibuktikan dengan copy akta kematian orang tua atau wali
yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b. Mengalamipenurunan pendapatan yang luar biasa atau penutupan usaha
akibat pandemi COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari
intansi yang berwenang;

c. Mengalami atau terkena kebijakan "dirumahkan sementara" atau
pemutusan hubungan kerja (PHK), dibuktikan dengan surat keterangan
"dirumahkan sementara" atau pemutusan hubungan kerja (PHK)dari
instansi/perusahaan.
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